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BAB III 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

kedaulatan Indonesia di ruang udara bersifat complete dan exclusive sebagaimana 

yang telah diakui oleh dunia internasional dalam Konvensi Chicago 1944. 

Meskipun dunia inernasional telah mengakui adanya kedaulatan negara di ruang 

udara, nyatanya dalam praktek, masih banyak pihak-pihak yang tidak 

menghormati kedaulatan negara Indonesia di ruang udaranya. 

Upaya penegakan hukum di ruang udara Indonesia kerap kali dilakukan. 

Mulai dari megidentifikasi pesawat udara yang melakukan pelanggaran, memberi 

teguran, mengusir keluar dari wilayah ruang udara Indonesia, pengejaran 

seketika (interception), sampai kepada tindakan pendaratan paksa pesawat udara 

sipil asing (force down). Namun meskipun berbagai upaya telah dilakukan, 

pelanggaran tetap terjadi yang menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan belum 

memberikan efek jera kepada para pelanggar kedaulatan tersebut. 

Dalam upaya penegakan hukum masih terdapat berbagai kendala, baik 

dalam hal sarana dan prasarana bagi TNI AU, maupun regulasi yang berlaku di 

Indonesia sendiri. Ketentuan mengenai status kedaulatan negara di ruang udara 

belum tercantum dengan tegas dalam Konstitusi negara yaitu UUD 1945. 

Sebelum adanya Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan 
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Wilayah Udara Republik Indonesia, sanksi yang diberikan pada pesawat sipil 

asing yang melakukan pelanggaran di ruang udara Indonesia juga hanya sebesar 

Rp. 60.000.000 yang sebenarnya merupakan landing fee, sedangkan untuk 

penggunaan pesawat interseptor memerlukan biaya ratusan juta rupiah. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberi saran sebagai 

berikut : 

1. Dalam upaya penegakan kedaulatan di ruang udara, pemerintah perlu 

memberi perhatian khusus dalam pengamanan di ruang udara. Kesadaran 

bahwa pelanggaran yang dilakukan di ruang udara Indonesia dapat 

mengancam keamanan nasional Indonesia perlu ditingkatkan mengingat 

ruang udara dapat menjadi wilayah yang dapat dimanfaatkan oleh negara lain 

untuk melakukan tindakan spionase dan serangan militer. 

2. Pemerintah dan pihak penegak hukum yang berwenang harus bekerjasama 

dan lebih serius dalam menindak para pelanggar kedaulatan di ruang udara. 

Pemerintah Indonesia dapat mewujudkan keseriusan untuk menjaga 

pertahanan nasional di ruang udara dengan memberi fasilitas yang memadai 

kepada TNI AU seperti pesawat yang digunakan intersepsi sebaiknya lebih 

canggih dari teknologi yang dimiliki pesawat asing yang melakukan 

pelanggaran, juga radar yang lebih canggih untuk mempermudah mendeteksi 

dan menindak pelanggaran yang terjadi di ruang udara Indonesia.  
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3. Perbaikan regulasi dalam bidang penerbangan dalam hal ini yaitu Undang-

Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan juga harus terus dilakukan 

oleh pemerintah Indonesia agar tindakan dan sanksi yang diberikan kepada 

para pelanggar kedaulatan di ruang udara dapat memberi efek jera dan 

Indonesia dapat menunjukkan kepada dunia Internasional bahwa Indonesia 

mampu dan serius dalam menjaga pertahanan dan kedaulatannya di ruang 

udara.  

4. Mengenai status kedaulatan Indonesia di ruang udara juga sebaiknya 

dipertegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan mencantumkan ruang 

udara sebagai wilayah kedaulatan Indonesia dan bukan hanya laut dan 

daratan untuk memberi dasar yang lebih kuat lagi dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan penanganan pelanggaran di ruang 

udara dapat dilakukan lebih baik lagi, tidak hanya dianggap sebagai suatu 

tindakan kriminal biasa. 
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